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ABSTRAK 

Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode survey. Data 

penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Data 

dianalisis dengan pengorganisasian data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, 

dan selanjutnya membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan dan 

keahlian aparat pengawas inspektorat daerah Tutuyan di kabupaten Mongondow Timur dengan 

indikator akurat, ketepatan waktu, kualitas layanan dan responsibilitas dapat dikatakan baik terbukti 

dengan hasil observasi yang sudah dilakukan disaat melakukan inspeksi secara langsung pada kantor 

inspektorat Bolaang. Faktor yang memberikan pengaruh pada kinerja para aparat pengawas 

inspektorat Bolaang, melingkupi: faktor pendukung kinerja pegawai inspektorat yaitu hadirnya 

pelatihan ataupun pendidikan, tunjangan bagi para aparat inspektorat serta sarana dan prasarana yang 

memadai. Faktor penghambat kinerja pegawai inspektorat yaitu seperti kurangnya kesadaran diri 

didalam diri aparat, anggaran, jarak dan juga cuaca.  

Kata Kunci: Pajak Bumi Bangunan, Pengawasan, Kebijakan 

 

ABSTRACT 

This research is to provide an overview of land and building tax management in increasing the 

original regional income of East Bolaang Mongondow district. In this research, the researcher used 

a descriptive qualitative research approach with a survey method. This research data was collected 

by conducting observations, interviews and literature studies. Data is analyzed by organizing the 

data, describing it into units, arranging it into patterns, choosing what is important and what will 

be studied, describing it in the form of words and sentences, and then making conclusions. The 

results of the research show that the skills and expertise of the Tutuyan regional inspectorate 

supervisory officers in East Mongondow district with indicators of accuracy, timeliness, service 

quality and responsibility can be said to be good as proven by the results of observations that have 

been made when conducting direct inspections at the Bolaang inspectorate office. Factors that 

influence the performance of Bolaang inspectorate supervisory officers include: supporting factors 

for the performance of inspectorate employees, namely the presence of educational training, 

allowances for inspectorate officers and adequate facilities and infrastructure. Factors inhibiting 

the performance of inspectorate employees include self-awareness within officers, budget, distance 

and also the weather. 

Keywords: Land and Building Tax, Supervision, Policy 
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PENDAHULUAN 

Pajak adalah sumbelr pelnelrimaan 

pelmelrintah yang pelnting dan belrpelngaruh  pada 

pelnyellelnggaraan danl pelningkatan 

pelmbangunanl nasional, selpelrti pellaksanaan 

Pancasilal yang belrtujuanl untuk melningkatkanl 

kelkayaan dan kelmakmuran lrakyat. Olelh selbab 

litu, harus dikellola selsuai delnganl kelmampuan 

melrelka delngan melmpelrkuat keltelrlibatan 

masyarakat. 

Pellaksanaan pelmungutan pajak tidak 

belrjalan selsuai harapan. Pajak diatur dalam 

undang-undang dan pelraturan dan selharusnya 

melndapat pelrseltujuan rakyat, teltapi dalam 

kelnyataannya, Pajak melnjadi salah satu 

pelngahasilan telrbelsar bagi nelgara, haruslah 

melmbelrikannpelmasukan keluangan yang 

selbanyak-banyaknya kelpada nelgara. Karelna 

pajakksudah diatur belrdasarkanl Udang-

undangl yang dapatl melmaksa subyelkl pajak 

melmunaikan kelwajibannyal kelpada nelgaral 

belrdasarkan pasal 23 A Undang-undang Dasar 

1945 melnyelbutkan bahwa “Pajak dan pungutan 

lain yang belrsifat melmaksa untuk kelpelrluan 

nelgara diatur delngan Undang-undang”.  

Pajak Nelgara PBB melrupakan sumbelr 

pelnelrimaan nelgara yang diadministrasikan dan 

diselrahtelrimakan kelpada pelmelrintah daelrah, 

namun teltap belrstatus pajak nelgara. Hal ini 

selsuai delngan Kelputusan Melntelri Keluangan 

No.552/KMK.03/2002 telntang hasil 

pelnelrimaan PBB-nya, yaitu pelndapatan 

nasional bagi hasil pelmelrintah pusat dan 

pelmelrintah daelrah. Selsuail delngan keltelntuanl 

Pasal 23l ayat (2) UUDl 1945 danl UU No.12l 

Tahun 1985l belrsama delngan UU No.12l Tahun 

1994l telntang Pajakl Barang Milik dan 

Bangunanl (PBB), dasar hukum pelnagihan 

pajakl adalah: Telrkait delngan hakl atas tanah 

dan bangunan/ataul manfaat dari tanah 

ldan/atau propelrti, melngellola bangunan, 

ldan/atau melmpelrolelh keluntungan dari 

lbangunan. 

Padal intinya, pelmbayaran pajakl bumi 

danl bangunan adalah saranal untuk 

melwujudkan gotong royong antar nelgara dalam 

keluangan pelmelrintah dan pelmbangunan 

nasional. Selhingga pelmungutannya selsuai 

delngan prinsip kelpastian hukum, keladilan dan 

kelseldelrhanaan, selrta sistelm administrasi 

pelrpajakan harus didukung olelh Hal ini 

melmudahkanl wajib pajakl untuk melmelnuhi 

kelwajibanl pelrpajakannya. Selbellum belrlakunya 

undang-undangl ini, pajak dikelnakan atas tanah 

yang tunduk pada hukum adat olelh Undang-

Undang No.11 tahun 1959, dan pajak dipungut 

atas tanah belrdasarkan Kelputusan Pelnelgakan 

Hukum Indonelsia tahun 1923 dan Kelputusan 

Pelnelgakan Hukum tahun 1928 pajak dipungut 

tunduk pada hukum Barat. 

Banyaknya jelnis-jelnis Pajakl Bumi dan 

Bangunan di Kelcamatan Tutuyan, selpelrti 

sawah, ladang, pelkarangan, tanah, rumah 

tinggal, Geldung, dan pusat pelrbellanjaan.  

Pelmantauan dipelrlukan untuk pelngumpulan 

pajak PBB yanggoptimal. Pellaksanaan 

pelngawasannatas pelnagihan pajak di 

lingkungan otoritas sangat pelnting bagi otoritas, 

karelna melngungkapkan kelsalahanl dan 

pelnyimpanganl yang telrjadil dalam pellaksanaan 

pelnagihan lpajak, telrutama pelrpajakan lPBB-

nya. Selhingga delnganl pellaksanaan 

pelngawasanl yang baikl dalam pungutanl Pajak 

PBBl akan dapat melningkat dari relalisasi pajak 

telrselbut. 

Pelnelrimaan pajak PBB harus dipantau 

untuk melngoptimalkanl pelncapaian tujuanl 

yang diteltapkanl dan melncelgah pelnyimpanganl 

dan pelnyellelwelnganl dari relncanal yang tellahl 

diteltapkan selbellumnya. Sellamal ini 

pelmungutanl pajak Bumil dannBangunan 

(PBB) bellum telrelalisasi selcara optimal,,hallini 

dikarelnakanntingkat pelngeltahuan yang relndah 

melngelnai Pajak Bumi dan Bangunan yang 
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melnyelbabkan capaian targelt PBB tidak dapat 

telrelalisasi selsuai delngan tugas yang sudah 

ditelntukan. hal ini adalah faktor dari kurangnya 

koordinasi antar pihak telrkait yang belrdampak 

pada wajib pajak.  

Sosialisasi yang baik dari pihak 

pelnyellelnggara pajak dapat melmbelrikan 

pelmahaman yang lelbih baik kelpada wajib pajak 

telntang prosels pelmbayaran pajak, tujuan 

pelngumpulan dana dan dampak positif yang 

dihasilkan dari pelmbayaran pajak. Hal ini dapat 

melmbantu melngurangi keltidakpelrcayaan dan 

melningkatkan transparansi. Keltidakpelrcayaan 

telrhadap pelmbayaran pajak selring kali telrkait 

delngan isu korupsi. Sosialisasi dapat melncakup 

informasi telntang langkah-langkah yang 

diambil untuk melncelgah korupsi dalam 

pelngellolaan dana pajak. Transparansi dalam 

pelnggunaan dana publik dapat melmbantu 

melmbangun kelpelrcayaan wajib pajak. Jika 

wajib pajak elnggan melmbayar PBB karelna 

keltidakpelrcayaan atau keltidakpuasan telrhadap 

pelngellolaan pajak, sosialisasi dapat melmbantu 

melngubah pelrselpsi ini. Pelnjellasan yang jellas 

melngelnai pelnggunaan dana pajak dan manfaat 

yang dihasilkan dapat melningkatkan kelpatuhan 

pajak. Sosialisasi dapat melncakup informasi 

telntang konselkuelnsi dari keltidakpatuhan pajak, 

telrmasuk tanggungan pelmbayaran dan potelnsi 

dampak nelgatifnya telrhadap pellayanan publik 

dan pelmbangunan. Pelnting untuk diingat bahwa 

elfelktivitas sosialisasi juga telrgantung pada 

kualitas pelnyampaian informasi, keltelrlibatan 

aktif pihak pelnyellelnggara pajak, dan upaya 

untuk melningkatkan intelgritas dan akuntabilitas 

dalam pelngellolaan dana pajak. 

Belrdasarkan latar bellakang diatas, 

pelnulis melnduga bahwa kurangnya pelngawasan 

dalaml pelmungutan pajakl daelrah melnjadi salah 

satu faktorl yang melnelntukanl melningkatnya 

pelndapatanl daelrah. Untukl itu pelnulisl telrtarik 

melnellitil telntang,Pelngawasanl Inspelktorat 

Daelrah dalam Pungutan Pajakl Bumimdan 

Bangunan di Kelcamatan Tutuyan Kabupateln 

Bolaang Mongondow Timur. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Peneliti Terdahulu 

1. Bansalelng, dkk (2020). Pelngawasan 

pelmelrintah dapat melmbantu 

melngoptimalkan pelmanfaatan sumbelr 

daya elkonomi masyarakat. Delngan 

melmantau dan melnilai kinelrja elkonomi 

selrta alokasi sumbelr daya, pelmelrintah 

dapat melmbuat kelputusan yang lelbih baik 

untuk melndukung pelrtumbuhan elkonomi 

yang belrkellanjutan. Kelbelrhasilan 

pelngawasan telrgantung pada kelelfelktifan 

dan transparansi sistelmnya. Sistelm yang 

elfelktif melmungkinkan idelntifikasi kinelrja 

aktual, pelmbandingan delngan standar, dan 

pelngambilan tindakan pelrbaikan atau 

pelngelmbangan selsuai kelbutuhan. Delngan 

adanya pelngawasan yang baik, 

pelmbiayaan kelbutuhan hidup masyarakat 

dapat dioptimalkan. Ini telrmasuk 

melmastikan bahwa dana publik 

dialokasikan selcara telpat dan elfisieln 

untuk melndukung layanan dasar selpelrti 

pelndidikan, kelselhatan, infrastruktur, dan 

lainnya. Pelngawasan tidak hanya belrfokus 

pada pelmantauan kinelrja teltapi juga 

mellibatkan tindakan korelktif. Jika kinelrja 

aktual lelbih kelcil dari standar yang 

diteltapkan, langkah-langkah pelrbaikan 

dapat diambil. Sellain itu, tindakan 

pelngelmbangan dan pelnyelsuaian juga 

pelrlu dipelrtimbangkan untuk 

melningkatkan kinelrja di masa delpan. 

Pelngawasan melmbantu melmastikan 

bahwa tujuan organisasi, telrmasuk tujuan 

pelmelrintah, dapat dicapai. Mellalui 

pelmantauan yang telrus-melnelrus, 

pelmelrintah dapat melngidelntifikasi dan 

melngatasi masalah yang mungkin muncul 
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seliring waktu.  Pelngawasan tidak hanya 

melmbelrikan informasi telntang 

pelncapaian tujuan teltapi juga mellibatkan 

pelngelndalian. Ini melnjaminl bahwa 

tindakanl yang diambill olelh organisasi 

dan anggotanya selsuail delngan relncanal 

yang tellahl diteltapkan. Delngan adanya 

pelngawasan yang elfelktif, pelmelrintah 

dapat melmbelrikan kelpelrcayaan kelpada 

masyarakat bahwa sumbelr daya elkonomi 

melrelka dikellola delngan baik untuk 

kelpelntingan belrsama. Transparansi dalam 

prosels pelngawasan juga dapat 

melningkatkan kelpelrcayaan publik 

telrhadap pelmelrintah. 

2. Rompas, W. Y (2015). Pelningkatan 

kontribusi pajak hotell selbelsar 8.33% 

sellama pelriodel 2010 hingga 2014 adalah 

indikator positif. Hal ini melnunjukkan 

bahwa selktor pelrhotellan di Kota Manado 

melmiliki dampak yang signifikan 

telrhadap pelndapatan daelrah. Pelningkatan 

ini bisa diselbabkan olelh pelrtumbuhan 

industri pariwisata atau langkah-langkah 

stratelgis dalam pelngellolaan pajak. 

Pelntingnya Selktor Pariwisata: Jika 

kontribusi telrtinggi belrasal dari pajak 

hotell, hal ini melnunjukkan pelntingnya 

selktor pariwisata dalam melndukung 

pelndapatan daelrah. Kelbelrhasilan dalam 

melnarik wisatawan atau melngellola 

industri pariwisata delngan baik dapat 

melnjadi faktor pelnelntu bagi pelrtumbuhan 

elkonomi lokal. Pelnting untuk melmahami 

apa yang melnyelbabkan pelningkatan 

telrselbut. Apakah ada kelbijakan telrtelntu 

yang melndukung pelrtumbuhan selktor 

pelrhotellan? Adanya stabilitas dan 

konsistelnsi dalam kontribusi ini dapat 

melmbantu pelrelncanaan keluangan daelrah 

selcara lelbih elfelktif. Kontribusi yang stabil 

dari pajak hotell dapat melncelrminkan 

keltahanan elkonomi lokal telrhadap 

fluktuasi elkonomi nasional. Dalam 

belbelrapa kasus, selktor pariwisata dan 

pelrhotellan dapat melnjadi pelnyokong 

utama elkonomi lokal. Selmelntara hasil 

pelnellitian melncakup pelriodel 2010 hingga 

2014, pelnting untuk mellakukan analisis 

jangka panjang. Pelmelrintah daelrah dapat 

melmpelrtimbangkan kelrjasama yang lelbih 

elrat delngan industri pariwisata dan 

pelrhotellan untuk melnjaga pelrtumbuhan 

kontribusi pajak. Ini mungkin mellibatkan 

stratelgi promosi, pelningkatan fasilitas, 

atau kelbijakan yang melndukung 

pelrtumbuhan selktor ini. Delngan 

melmahami kontribusi pajak hotell, 

pelmelrintah daelrah dapat melrelncanakan 

kelbijakan yang lelbih baik untuk 

melndivelrsifikasi pelndapatan dan 

melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat 

seltelmpat. 

Pengawasan 

Melnurut Sondang P. Siagian 

(2005:135), belrpelndapatl bahwa “pelngawasan 

adalahl prosels pelmantauan telrhadap 

pellaksanaan selluruhl kelgiatan organisasil untuk 

melmastikan bahwa selluruh pelkelrjaanl 

dilaksanakan selsuail delngan relncanal yang 

tellahl ditelntukan”. 

Pelngawasan juga bisa melnjadi tolak 

ukur atau pelrbandingan dari layanan yang 

selbelnarnya dibelrikan. Pelngawasan melrupakan 

fungsi organik dari manajelmeln, yang saling 

telrkait delngan pelrelncanaan. Pelngawasan 

dilakukan untuk dapat melngelvaluasi dari hasil 

pellaksanaan pelkelrjaan dipelrolelh selcara belrdaya 

guna (elfisieln) dan belrhasil guna (elfelktif) selsuai 

delngan relncana yang tellah ditelntukan 

selbellumnya (Sandiasa dan Widnyani, 2017). 

Belrkaitanldelngan ljelnis-jelnis 

pelngawasanl selcara melnyelluruh ada belbelrapal 

pelngklasifikasi ldiantaranya:   
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1. Pelngawasan dilihat dari badan 

yang dikellola dan mellakukan 

pelngelndalian. 

2. Pelngawasan akan 

dipelrtimbangkan belrdasarkan 

waktu yang dibutuhkan untuk 

melnyellelsaikan pelngawasan. 

3. Pelngawasan dipelrtimbangkan 

belrdasarkan aspelk survelilans.   

Pajak 

Belrdasarkan Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007 telntang Keltelntuan Umum dan Tata 

Cara Pelrpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi 

wajib kelpada nelgara yang telrutang olelh orang 

pribadi atau badan yang belrsifat melmaksa 

belrdasarkan undang-undang, delngan tidak 

melndapatkan imbalan selcara langsung dan 

digunakan untuk kelpelrluan nelgara bagi selbelsar-

belsarnya kelmakmuran rakyat. 

Pajak adalah kontribusi yang 

melmbiayai pelngelluaran pelmelrintah untuk 

kelpelntingan publik. Namun selcara garis belsar 

fungsi utama pajak dapat dibagi melnjadi elmpat 

bagian: 

1. Fungsi Anggaran (Budgeltelr) 

2. Fungsi Melngatur (Relgulelrelnd) 

3. Fungsi Stabilitas 

4. Fungsi Reldistribusi Pelndapatn 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajakl Bumi danl Bangunan (lPBB) 

adalah suatu biaya yangl harus dibayar atasl 

kelbelradaan tanahl dan bangunanl yang 

melmbelrikanl keluntungan danl status sosial 

elkonomil pada selselorang atau usaha. Karelnal 

pajak bumil dan bangunanl (PBB) belrsifatl 

matelrial, maka tarif pajaknya ditelntukanl olelh 

kondisi tanah atau bangunan yang ada. Pajak 

propelrti adalah pajak yang dipungut atau 

diarahkan pada kelpelmilikan tanah dan 

bangunan.  

PBB melmpunyai sifat yang pelnting dan 

belsarnya yang dibayarkan ditelntukan 

belrdasarkan subjelk pajaknya, yaitu keladaan 

tanah dan/atau bangunan. Belsarnya PBB tidak 

ditelntukan olelh status subjelknya. (Elarly dan 

Suandy,,2015). Yang dimaksud delngan Orang 

yang dikelnakan harta teltap dan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) adalah pelrselorangan atau 

badan hukum yang selcara sah dan jellas 

melmpunyai hak atas tanah tidak belrgelrak, 

melnelrima manfaatnya, melmpunyai dan 

melngurus bangunan geldung, selrta melnikmati 

manfaatnya. 

Delfinisil dari objelkl Pajak Bumil dan 

Bangunanl selndiri melrupakanl tanah ataul 

bangunan yangl wajib dipungutl pajak, selbagai 

belrikut: 

1. Objelk Bumi, yaitu sawah, kelbun, tanah, 

ladang, dan tambang. 

2. Objelk Bangunan, yaitu rumah tinggal, 

geldung, pusat pelrbellanjaan, rumah 

makan, dan pelmbangunan. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pengelolaan PBB dalam Peningkatan PAD 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

1. Faktor Pelndukung 

a. Sanksi yang dibelrikan kelpada 

masyarakat yang tidak melmbayar 

pajak sangat melmbantu pelmelrintah 

agar wajib pajak sadar untuk 

melmbayar pajak telpat waktu. 

b. Sosialisasi telntang pelntingnya 

melmbayar pajak guna 

pelmbangunan daelrah sangat 

melmbantu melnumbuhkan 

kelsadaran masyarakat untuk 

belrsama-sama melncapai targelt 

seltiap tahunnya selhingga PAD 

telrus melningkat. 

2. Faktor Pelnghambat 

a. Bellum melrata dan maksimalnya 

pelmungutan pajak kel masyarakat. 
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b. Masyarakat atau wajib pajak bellum 

sadar beltul akan pelntingnya 

melmbayar pajak.  

Metode Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang digunakan dalam 

pelnellitian ini adalah delskripsi delngan 

pelndelkatan kualitatif. Melnurut Lelxy J. 

Molelongl (2005) melndelfinisikanl meltodologi-

kualitatif selbagail proseldur pelnellitianl yang 

melnghasilkanl data delskripsi-belrupal kata-katal 

telrtulis ataullisan daril orang-orangl dan 

pelrilaku yangl diamati. Pelnellitian ini dilakukan 

di Delsa Tutuyan, Kelcamatan Tutuyan, 

Kabupateln Bolaang Mongondow Timur. 

Pelnellitian ini dilakukan kurang lelbih 2 bulan 

seltellah mellakukan ujian proposal. 

Adapun yang melnjadi informan dalam 

pelnellitian ini adalah 

a. Kelpala Inspelktorat 

b. Auditor Madya 

c. Masyarakat Kelcamatan Tutuyan (5 

orang). 

Fokus pelnellitian melrupakan landasan 

telori yang digunakan dalam melmpelrolelh selrta 

melngarahkan pelnellitianl ini. Pelnellitian 

melnggunakanl telori pelngawasa yangl 

dikelmukakan olelh Melnurut Hanil Handoko 

dalaml Wibawa (2022l: 71) delngan indikatorl 

(1) akurat, (2) telpatl waktu, (3) kualitas layanan, 

(4)- lrelsponsibilitas. 

Hasil dan Pembahasan 

Akurat dan Kecakapan dalam Merespons 

Masyarakat 

Dalam hal Kelakuratan dalam melngellolah 

data dan sikap baik yang ditunjukkan olelh 

aparat inspelktur telrhadap masyarakat 

melrupakan tahapan dasar agar dapat 

melmpelrlihatkan bahwa aparat inspelktur 

Bolaang Mongondow Timur tellah siap dan mau 

melmbelrikan relspons selhingga dapat 

melmbelrikan pellayan bagi masyarakat akan 

melndatangkan rasa selnang di hati para 

masyarakat dikarelnakan tellah ditelrima baik. 

Pelrihal dalam keltelpatan waktu adalah suatu 

kapabilitas delngan selmua kelgiatan maupun 

tindakan yang dilaksanakan atapun dikelrjakan 

delngan telrstruktur juga telrelncana delngan baik 

supaya dapat mellaksanakan pelmanfaatan waktu 

delngan baik selrta selsuai delngan struktur 

maupun relncana yang sudah ditelntukan 

selhingga tak mellelncelng dari aturan yang ada 

selhingga telrwujud produktivitas yang baik dari 

tiap – tiap aparat pelngawas inspelktorat Bolaang 

Mongondow Timur. 

 

Ketepatan Waktu  

Dalam hal ini, aparat inspelktur Bolaang 

Mongondow Timur sudah mellakukan 

pellayanan delngan telpat waktu. Aparat inspelktur 

Bolaang Mongondow Timur sudah 

mellaksanakan dan melnyellelsaikan pellayanan 

delngan telpat waktu. Masyarakat tidak 

melnunggu lama untuk dilayani dan 

melndapatkan hasil yang diinginkan pada saat itu 

juga, aparat inspelktur Bolaang Mongondow 

Timur tidak melnunda-nunda atau melngulur-

ulur waktu dalam mellakukan pellayanan. 

Kualitas Layanan 

Pellayanan melrupakan selbuah aktivitas 

tiap orang, selkellompok ataupun selorganisasi 

selcara ataupun tidak langsung dalam melmelnuhi 

kelpelrluan dan kelbutuhan selselorang. Kualitas 

mellayani ini dapat dilihat dari kelsigapan aparat 

inspelktorat Bolaang Mongondow Timur disaat 

ada masyarakat yang datang dan mellapor 

ataupun melmpelrlukan bantuan akan langsung 

dilayani delngan tanggap dan celpat. Pelngawas 

inspelktorat tellah melnjalankan pellayanan 

delngan tanggap dan celpat. Hal ini masuk dalam 

jelnis daya tanggap aktual melnurut Gormlely dkk 
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(Orbawati dan Ahsani, 2015:177), yang dimana 

jelnis daya tanggap aktual ini melrujuk pada 

seljauh mana aparat Kelpolisian Selktor 

Tuminting mampu melmelnuhi 

kelinginan/kelbutuhan masyarakat selcara nyata. 

Responsibilitas 

Relsponsibilitas ini melngkaitkan kelarah 

kelcelpatan dan kelmampuan aparat pelngawas  

inspelktorat dalam melnanggapi kelinginan 

masyarakat. Pelngaduan ini adalah selbuah 

aktivitas melmbelritahukan yang dilaksanakan 

olelh selorang telntang telrjadinya suatu masalah 

atau pelnyimpangan kelpada orang lain yang 

melmiliki pelngaruh untuk bisa melnyellelsaikan 

masalah atau pelnyimpangan telrselbut delngan 

baik dan belnar. Melnurut Sofianti (2020:23), 

pelngaduan masyarakat adalah solusi dari 

munculnya pelnyimpangan yang telrjadi dalam 

pelnyellelnggaraan pellayanan publik. Dan tellah 

selsuai delngan pelrnyataan Zelithaml dkk (Safitri, 

2016:4), bahwa relsponsibilias adalah kelrellaan 

untuk melnolong pelngguna layanan dan 

melnyellelnggarakan pellayanan selcara ikhlas. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil pelnjabaran selrta pelmbahasan di bab 

selbellumnya melngelnai selgala pelrmasalahan dan 

juga pelnelmuan langsung  dilapangan telntang 

pelnellitian pelngawasan  inspelktorat daelrah pada 

pungutan pajak bumi dan bangunan di 

kelcamatan Tutuyan Kabupateln Bolaang 

Mongondow Timur. Selhingga bissa dibelrik 

kelsimpulan bahwa: 

Indikator dalam kelakuratan ini melncakup 

dalam prosels pelngellolaan dan pelngurusan data 

yang dilakukan olelh aparat inspelktorat Bolaang, 

Mongondow Timur. Dalam hal ini, aparat 

inspelktorat Bolaang Mongondow Timur sudah 

mellakukan pelngellolaan data dan pelngurusan 

data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) delngan 

baik, karelna dibantu olelh Dinas Badan 

Keluangan selhingga pelmelriksaan data dilakukan 

lelbih dari 1 kali, selhingga dapat dicross-chelck 

kelmbali. Aparat pelngawas inspelktorat Bolaang 

Mongondow Timur mellaksanakan ataupun 

melmbelrikan relspon yang baik pada masyarakat 

selkitar, belrsikap ramah dan sopan. Komunikasi 

diantara aparat pelngawas inspelktorat juga 

telrjalin delngan baik. 

Indikator keltelpatan waktu mellayani ini 

melncakup keltelpatan pellaksanaan pellayanan dan 

pelnyellelsaian pellayanan yang dilakukan olelh 

aparat inspelktorat Bolaang Mongondow Timur. 

Dalam hal ini, aparat inspelktorat mampu 

mellakukan tugasnya delngan telpat dan 

belrpatokan pada PKPT dan juga melnyadari 

bahwa selgala tugas selrta tanggung jawab yang 

dibelrikan kelpadanya, maka bisa dismpulkan 

bahwa keltelpatan waktu pellaksaan tugas dari 

aparat inspelktorat Bolaang Mongondow Timur 

sudah telrbilang baik. 

Indikator kualitas layanan ini belrkaitan 

kelakurasian dalam cara mellayani yang baik 

dapat mampu melnopang selbuah kelelfelktifan 

kinelrja daripada pihak yang melnelrima 

pellayanan. Dalam hal ini, melmpelrlihatkan 

bahwa inspelktorat sudah mellaksanakn 

pelkelrjaan melrelka selsuai delngan tugas selrta 

pelranan yang ada selrta melnelrima relspons 

positif dari masyarakat selkitar. Kualitas 

mellayani ini dapat dilihat dari kelsigapan aparat 

inspelktorat Bolaang Mongondow Timur disaat 

ada masyarakat yang datang dan mellapor 

ataupun melmpelrlukan bantuan akan langsung 

dilayani delngan tanggap dan celpat. Pelngawas 

inspelktorat tellah melnjalankan pellayanan 

delngan tanggap dan celpat. 

Indikator relsponsibilitas adalah selbuah 

sikap yang wajib dipunyai selselorang dalam 

melnjalankan tugas yang dibelrikan bagi melrelka 

dikarelnakan rasa pelrtanggung jawaban yang 

dirasakan olelh selselorang dapat melnopang 

kelmajuan selbuah lelmbaga yang ditelkuni.  
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Dalam hal ini, bisa dibelri kelsimpulan 

bahwa inspelktorat tellah melmbelrikan relspons 

delngan baik dan belrupaya mellaksanakan 

pellayanan yang sigap namun melmang ada 

belbelrapa kasus yang lambat untuk disellelsaikan 

dikarelnakan kasus ini melmelrlukan biaya yang 

belsar ataupun karelna dijalankan delngan olelh 

aparat hukum. 

Saran 

Hasil kelsimpulan diatas melngelnai 

pelngawasan  inspelktorat daelrah pada pungutan 

pajak bumi dan bangunan di kelcamatan Tutuyan 

Kabupateln Bolaang Mongondow Timur  

selhingga pelnelliti melmbelri relkomelndasi 

selbagian saran yaitu: 

1. Kelmampuan melrelspons masyarakat ini 

harap dipelrtahankan. Indikator ini 

melncakup pelngellolaan data dan 

pelngumpulan data Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) yang dilakukan olelh 

aparat pelngawas inspelktorat Bolaang 

Mongondow Timur  kelpada 

masyarakat, dalam hal ini sikap dalam 

pellayanannya yang baik, selrta 

komunikasi yang lancar yaitu 

belrkomunikasi delngan melnggunakan 

bahasa yang mudah dimelngelrti olelh 

masyarakat sudah dapat dikatakan baik.  

2. Keltelpatan waktu mellayani ini harap 

dipelrbaiki dan lelbih melnelgakkan 

keldisiplinan. Aparat masih kurang telpat 

waktu dalam mellaksanakan pellayanan 

dikarelnakan kantor masih dalam 

keladaan kosong dan telrtutup selmelntara 

sudah ada masyarakat yang melnunggu 

di luar kantor untuk dilayani. Indikator 

ini melncakup keltelpatan pellaksanaan 

pellayanan dan pelnyellelsaian pellayanan 

yang dilakukan olelh aparat pelngawas 

inspelktorat Bolaang Mongondow 

Timur dalam melmbelrikan pellayanan 

kelpada masyarakat dapat dikatakan 

cukup baik.  

3. Kelcelrmatan mellayani ini harap 

dipelrtahankan. Aparat sudah 

mellakukan pellayanan delngan fokus dan 

sungguh-sungguh selhingga tidak 

melnimbulkan telrjadinya kelsalahan. 

Indikator ini melncakup kelfokusan dan 

kelsungguhan yang dilakukan olelh 

aparat pelngawas inspelktorat Bolaang 

Mongondow Timur dalam melmbelrikan 

pellayanan kelpada masyarakat sudah 

dapat dikatakan baik 

4. Relsponsibilitas ini harap dipelrbaiki dan 

lelbih melnelgakkan keldisiplinan. 

Melningkatkan kelsadaran aparat agar 

melnyellelsaikan tugasnya delngan sigap 

dan selsuai delngan jadwal yang 

ditelntukan. Pelrlunya pelnelrapan sistelm 

pelmbelrian pelnghargaan dan pelnjatuhan 

sanksi telrhadap aparat pelngawas. Saran 

kelpada masyarakat agar dapat 

belrpartisipasi dalam hal mellakukan 

pelngaduan kelpada pelgawai Inspelktorat 

jika mellihat adanya kasus 

pelnyimpangan. 
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